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I
BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 

dinyatakan bahwa tujuan yang akan dicapai Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur materi dan spirituil 

berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka konsep 

pembangunan yang diterapkan negara kita adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara 

memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada dan dilakukan secara 

berkesinambungan bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi 

pengembangan pribadi masyarakat Indonesia.

Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah sebagaimana diatur 

dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut oleh pemerintah telah 

dikeluarkan berbagai ketentuan, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 

Didalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “Tanah” merupakan bagian dari 

pengertian Bumi sebagaimana dimaksud dalam UUE' 1945 hasil amandemen.

1
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Tanah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia adalah modal 

pokok pembangunan yang sedang giat melaksanakan seperti sekarang ini, tanah 

mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu dalam pemanfaatannya harus 

dilakukan secara terencana dan hati-hati, mengingat tanah sangat terbatas 

persediaannya.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena 

sebagian besar dari kehidupannya adalah bergatung pada tanah. Tanah dapat dinilai 

suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan

mendatang.

Tanah merupakan tempat pemukiman sebagian besar umat manusia di 

samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui 

usaha tani dan perkebunan yang pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat 

persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia.

Semakin eratnya hubungan antara tanah dengan kehidupan 

menyebabkan timbulnya masalah dan persoalan yang amat kompleks yang 

menyangkut kepentingan hidup pribadi, masyarakat dan bangsa, karena mereka saling 

berlomba untuk mendapatkannya.

manusia sering

Di Indonesia penguasaan tanah secara garis besar dinyatakan sebagai 

Dikuasai Negara ’ dan dari hak menguasai negara itu dapat diberikan sesuatu hak 

atas tanah kepada perorangan atau badan hukum serta masyarakat hukum adat.

Dengan demikian apabila diatas satu bidang tanah telah terdapat hak 

tersebut maka terbataslah kewenangan negara untuk menguasai sepenuhnya tanah

perorangan
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tersebut. Akan tetapi sebaliknya tidak berarti kewenangan perorangan itu bersifat 

mutlak, melainkan terdapat kemungkinan penarikan kembali hak atas tanah mereka 

apabila pada suatu saat diperlukan untuk kepentingan umum. Untuk itu konsep yang 

dianut dalam hubungannya dengan hak atas tanah c!i Indonesia adalah prinsip Fungsi 

sosial hak atas tanah”.1

Dalam suasana pembangunan sebagaimana halnya di negara Indonesia 

sekarang ini keperluan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan 

terutama sekali pembangunan dibidang materiil baik di kota maupun di desa-desa, 

banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan 

pembangunan yang dimaksud pembangunan perkantoran, gedung-gedung sekolah, 

Puskesmas, pembuatan dan pelebaran jalan yang semuanya itu memerlukan tanah 

sebagai sarana utamanya.

Usaha-usaha pengembangan perkotaan baik berupa perluasan dengan

membuka tempat-tempat pemukiman baru dipinggiran kota maupun usaha-usaha

pemekarannya sesuai dengan tata kota senantiasa memerlukan tanah untuk keperluan

tersebut, jadi hampir semua usaha pembangunan memerlukan tanah.

Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas sekali, 
sedangkan jumlah manusia yang berhajat akan tanah senantiasa bertambah. 
Selain bertambah banyaknya manusia yang memerlukan tanah untuk tempat 
perumahan, juga kemajuan teknologi memerlukan tersedianya tanah yang 
banyak misalnya untuk perkebunan, perlemakan, pabrik-pabrik, perkantoran, 
tempat hiburan dan jalan untuk perhubungan.2

2 Ny- Hi- Srie S- Hutagalung, SH.,MLI, Asas-asas Hukum Agraria 
Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-hak A 'as Tanah dan Pembebasan Tanah di 

Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, hal. 13
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JDalam peraturan pengadaan/pembebasan tanah pada pokoknya memuat dua 

hal penting yaitu : adanya jaminan tersedianya tanah dalarn rangka pembangunan 

disatu pihak dan adanya jaminan perlindungan hak rakyat atas tanah dilain pihak. 

Sebelum tanah dikuasai dengan cara pengadaan/pembebasan tanah, mereka terlebih 

dahulu harus mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah. 

Musyawarah antara kedua belah pihak dikoordinir oleh satu panitia pengadaan/ 

pembebasan tanah. Musyawarah dilakukan menyangkut berbagai aspek dan 

kepentingan, terutama mengenai kesedian pemegang hak untuk melepaskan hak 

mereka dan kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tanah dalam pembangunan dan 

terjamin hak masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Keputusan
y

Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dan peraturan ini telah 

diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan 

pembaharuan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya yang dirasakan kurang 

mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam ketentuan diatur secara jelas 

kegiatan-kegiatan yang termasuk kepentingan umum, prosedur pengadaan tanah dan 

hal-hal lainnya, termasuk penyelesaian atas keberatan pemegang hak atas tanah untuk 

dibebaskan.

: ■»

Pada asasnya pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut dilakukan 

langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan memberikan ganti rugi atas 

tanah yang selayaknya dengan berpedoman pada asas musyawarah.

secara

i
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“Ganti rugi yang layak itu berarti mereka yang tergusur harus dalam kondisi 

seketika mereka belum digusur sehingga seharusnya perundinganekonomi yang sama

mengenai ganti rugi tersebut jumlahnya memadai.

Pangadaan tanah tersebut seringkah menimbulkan berbagai permasalahan

akan berakibat fatal, sertayang seandainya tidak ditanggulangi secara 

akan menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan dan kewibawaan

serius

pemerintah.

Kemudian Kota Muaradua salah satu proyek strategisnya adalah

pembangunan Kantor Bupati yang hingga sekarang belum berjalan, 

pembangunan Kantor 3upati di dalam kota Kabupaten OKU Selatan tersebut 

direncanakan dapat dikatakan sudah selesai, yang mana pembangunan Kantor 

tersebut tentunya memerlukan tanah yang sebagian besar dikuasai oleh masyarakat

namun

secara individu bahkan mungkin kelompok. Bertitik tolak dan adanya pengadaan

tanah untuk kepentingan pembangunan Kantor tersebut, penyusun berkeinginan untuk

membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini yang berjudul : “ASPEK YURIDIS

PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN

KANTOR BUPA TI DI KOTA MUARADUA KAB. OKU SELATAN.”

Parlindungan A.P., Berakhirnya Hak-hak Alas Tanah Menurut Sistem Undang-Undang 
Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung. 1990, hal. 75
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B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur yang ditempuh dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan kantor Bupati di Kota Muaradua Kab. OKU Selatan menurut 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ? ;

2. Bagaimanakah bentuk pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati di Kota

Muaradua Kab. OKU Selatan ? ;

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk menjawab permasalahan-

permasalahan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan dalam suatu ruang 

lingkup. Untuk itu pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada analisa mengenai 

kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk pembangunan kantor Bupati 

dalam Kota Muaradua pembahasan itu meliputi segi teori dan ketentuan yang ada 

dikaitkan dengan kenyataan dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu 

pembahasan yang di kemukakan untuk menjawab permasalahan di atas semata-mata 

ditinjau dari sudut ilmiah dan bukan untuk menimbulkan masalah baru dari kenyataan 

yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah dimaksud.

r
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D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam rangka membahas dan menjawab 

permasalahan-permasalahan yang ada, maka skripsi ini disusun dengan metode 

Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. 

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelitian 

normatif (kepustakaan) dan penelitian empiris (lapangan), untuk penelitian tersebut 

dibutuhkan data-data sebagai berikut:

1. Data Sekunder/normatif

Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut “penelitian kepustakaan.”. 

Penelitian data sekunder ini mencakup : 

a. Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak 

Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.

Keppres No. 55 Tahun 1993, dan

Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum.

r
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b. Bahan hukum sekunder

- Karya-karya ilmiah di bidang hukum yang berhubungan dengan 

permasalahan;

c. Bahan hukum tertier

Kamus-kamus, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 

Inggris serta Kamus Hukum.

2. Data Primer/empiris

Dikatakan penelitian empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data 

primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari

masyarakat sebagai sumber pertama melalui kuestioner dan wawancara di

lapangan.

Adapun di dalam penulisan skripsi ini data secara langsung dari para 

nara sumber para pejabat di instansi terkait, antara lain :

a. Badan Pertanahan Nasional Kota Muaradua di Kabupaten OKU Selatan

b. Dinas Pekerjaan Umum Muaradua.

c. Bappeda Kota Muaradua di Kabupaten OKU Selatan.

3. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif 

secara deskriptif, dalam arti data-data yang diperoleh, diuraikan dan dihubungkan 

secara sistematis dalam bentuk kata-kata dan ditarik kesimpulan untuk 

menggambarkan jawaban permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

r
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